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BAB IV 

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan terkait pelaksanaan 

penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor 

perbankan di KPP Pratama Surakarta, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut. 

1. Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan 

pada LJK sektor perbankan di KPP Pratama Surakarta secara garis besar 

sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. 

2. Berdasarkan data realisasi pencairan piutang dari KPP Pratama Surakarta 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pencairan piutang melalui tindakan 

penyitaan diperoleh dari pencairan piutang melalui tindakan penyitaan 

terhadap harta kekayaan di bank (pemblokiran). Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan yang 

tersimpan pada LJK sektor perbankan diprioritaskan oleh jurusita pajak KPP 

Pratama Surakarta. 
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3. Dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang 

tersimpan pada LJK sektor perbankan masih ditemukan beberapa hambatan 

dan kendala, seperti tidak tersedianya data yang aktual dan valid mengenai 

penanggung pajak, kurangnya pemahaman pihak perbankan dan penanggung 

pajak mengenai tindakan penyitaan harta kekayaan di bank, serta lamanya 

respons pihak perbankan dan penanggung pajak terkait prosedur penyitaan 

yang menyebabkan jangka waktu pelaksanaan tindakan pemblokiran menjadi 

terlalu lama. 

4. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta dalam menyikapi kendala 

tersebut ialah dengan melakukan tebar jaring yang ditujukan kepada bank-

bank nasional dan bank daerah setempat, memberikan pemahaman kepada 

pihak bank dan penanggung pajak terlebih dahulu sebelum melakukan proses 

penyitaan, serta membicarakan secara persuasif kepada pihak perbankan dan 

penanggung pajak. Dalam hal kendala yang berhubungan dengan pihak 

perbankan juga diatasi jurusita dengan membuat nota kesepahaman. 


